
Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang 
Vol. 5 No.2 Desember 2023 

E-ISSN: 2797-8044 / P-ISSN:2656-520X, Hal 302-314 
DOI: https://doi.org/10.55606/sinov.v5i2.709  

 

Received 17 September 2023 Revised 23 Oktober 2023, Accepted 20 November 2023 
* Nur Halizah, jale17liza@gmail.com  

Pengungkapan Kasus Narkoba Oleh Biddokkes TNI  
(Ditinjau Dari Proses Hukum Peradilan Di Pengadilan Negeri Medan) 

 
Nur Halizah1, Fahreza Rizki2 , Denada Damanik3, Parlaungan G. Siahaan4 ,  

Dewi Pika Lbn. Batu5  

1-5 Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. 

Korespondensi Penulis : jale17liza@gmail.com  
 
Abstract Abuse of narcotics and dangerous drugs (Drugs) is a phenomenon that has long existed and is 
experienced by all countries in the world. Abuse of narcotics and dangerous drugs is included in transnational 
crimes considering that the chain of drug abuse includes trade and production activities. The method used in this 
research is the sociological juridical method, where this method is used for an approach that explains a statement 
at the scene of the incident based on legal principles. Seeing the phenomenon of narcotics abusers and victims 
increasing in number day by day, it is time for law enforcement officials to align their perceptions and views in 
responding to this phenomenon. The similarities that the author means here are the same views and perceptions 
of law enforcers, both from the National Narcotics Agency, the Police, the Prosecutor's Office and the District 
Court, regarding drug abusers and victims of narcotics as victims and not criminals. Economic Factors: Difficulty 
finding work gives rise to the desire to work as a drug dealer. Someone who is financially well off, but lacks 
enough attention from their family or is in the wrong environment, is more likely to become a drug user. A crisis 
in the economic sector can bring children to unemployment, homelessness and other diseases in society. 
 
Keyword: Abuse, Law Enforcement, Narcotics 
 
Abstrak Penyalahgunaan narkotika dan obat – obatan berbahaya ( Narkoba ) adalah fenomena yang telah lama 
ada dan dialami oleh seluruh negara di belahan dunia, penyalahgunan narkotikan dan obat – obat berbahaya 
termasuk dalam kejahatan transnasional mengingat mata rantai dalam penyalahgunaan narkoba termasuk 
didalamnya berupa aktifitas perdagangan maupun produksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode yuridis sosiologi yang dimana metode ini digunakan untuk pendekatan yang memaparkan suatu 
pernyataan yang ada di lokasi kejadian berdasarkan asas – asas hukum. Melihat fenomena penyalahguna maupun 
korban penyalahguna narkotika yang semakin hari semakin berjumlah banyak, sehingga sudah saatnya aparat 
penegak hukum harus mempersamakan persepsi dan pandangan dalam menyikapi fenomena tersebut. Kesamaan 
yang penulis maksudkan disini adalah adanya kesamaan pandang dan persepsi para penegak hukum baik dari 
BNN, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, terhadap penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika 
sebagai pihak korban dan bukan pelaku kriminal. Faktor Ekonomi Adalah kesulitan mencari pekerjaan 
menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seseorang yang ekonomi cukup mampu, tetapi 
kurang perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan yang salah lebih mudah terjerumus jadi 
pengguna narkoba. Krisis di bidang ekonomi dapat membawa anak menjadi pengangguran, geladangan dan 
penyakit bagi masyarakat lainnya. 
 
Kata Kunci  : Penyalahgunaan , Penegak hukum , Narkotika 
 

PENDAHULUAN 

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, 

pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat 

menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya 

pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan bentuk zat yang 

berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah 

penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang 

tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan 

obat-obatan adiktif yang berbahaya. (Purbanto and Hidayat, 2023) 
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Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia tersebut, telah mendorong para pendiri 

bangsa (founding fatbers) untuk berupaya memperjuangkan dan mewujudkan negara Indonesia 

yang merdeka dan berdaulat, yang dijalankan berdasarkan aturan-aturan hukum. Ddengan kata 

lain, para pendiri bangsa menginginkan indonesia menjadi negara yang berdasarkan atas ( 

rehtstaat ) atau yang biasa disebut dengan negara hukum. Cita-cita tersebut secara tegas 

termaktub dalam berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. (Bambang Waluyo, 

2016:1). 

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat 

memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak 

pada pada posisi diantara dua benua dan mengingat perkembagan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, maka pengauh globalisasi, dan transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai 

materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. 

Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika 

yang telah merebak di segala lapisan masyarakat.Hal ini sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.Penegakan hukum terhadap tindak pidana 

narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat 

putusan hakim.Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor 

penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam 

kenyataannya justru semakin intensif dilakukanpenegakan hukum, semakin meningkat pula 

peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang 

mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang 

menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. (Novitasari, 2021) 

Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba 

tertangkap dan menangkap sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan 

bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerahoperasinya. Penegakan hukum terhadap 

kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada 

pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan 

di lembaga permasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga 

permasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim 

dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu 

menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang 

pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga 

pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut 



hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial 

masyarakat. (Adisti, 2021) 

Tindak pidana narkotika yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 

2009 Tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam 

kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi paraterpidana dalam 

kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat 

diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau 

deterrent effect terhadap pelakunya. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan 

hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkotika yang ternyata selama ini dirasakan kurang 

efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam 

mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika, sehingga dengan adanya undang-

undang ini, diharapkan kinerja daripada badan tersebut akan semakin lebih optimal karena 

BNN ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-

kasus narkotika. Peraturan perundang-undangan yang medukung upaya pemberantasan tindak 

pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu 

bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus 

operandi yang tinggi dan teknologi yang canggihserta dilakukan secara terorganisir ( organizeci 

crime ) dan sudah bersifat transnasional ( transnational crime ). ( Jan Remmelink, 2003 : 14 ). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap pelaku penyalahgunaan 

narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahguna narkotika dapat disebut 

sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan 

narkotika adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan 

dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan 

undang-undang, sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat 

keamanan, keluarga, lingkungan, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya. 

Perkembangan penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat dan bervariasi motif 

penyalahgunaan dan pelakunya, karena tidak sedikit yang melakukannya adalah dari kalangan 

anak-anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa.(Sihotang, 2021) 

 

METODE PENELITIAN 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. 

Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu 
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pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau 

perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. 

Penelitian ini menunjukkan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang 

dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang 

dilakukan oleh objek yang diteliti. (Ardika, 2020) 

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan sumber data primer, dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dan sumber data 

sekunder data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan 

kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data 

melalui naskah resmi yang ada. Metode pengumpulan data melalui library research yaitu 

kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan 

berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian 

sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah 

yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, 

dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu guna mencari 

jawaban atas permasalahan yang dihadapi.(Dwi, 2020) 

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu data yang terkumpul, diolah dan 

disusun secara sistematis logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek 

penelitian. Obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-

sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, 

menentukan ada tidak adanya hubungan suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat atau 

pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan 

data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat. (Dewangga, 

2014) 

 

PEMBAHASAN 

A. Tinjauan Umum Mengenai Penyalahgunaan Narkoba 

Bisnis narkotika adalah bisnis yang sangat menggiurkan karena begitu cepatnya orang 

menjadi kaya raya dalam waktu singkat, sehingga banyak yang nekat menjadi bandar dan 

pengedar narkotika, walaupun dia sudah mengetahui konsekuensi hukum yang dihadapinya 

dan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk lima besar terpadat dunia, akan menjadi 

sasaran empuk dan pangsa pasar yang sangat menjanjikan bagi mafia dan kartel narkotika dari 



negara-negara lain, apalagi saat ini, kita sudah memasuki MEA (Masyarakat Ekenomi Asia), 

dimana manusia dan barang-barang dari negara-negara Asia akan hilir mudik dengan bebas di 

negara kita ini, termasuk potensi peredaran narkotika yang semakin membahayakan. 

(Srikusuma, 2023) 

Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa:  

“Narkotika merupakan zat atau obat yang bersumber atau berbahan dari tanaman, 

bukan tanaman, atau berbahan sintetis atau berbahan sintetis, yang bilamana dikonsumsi dapat 

menimbulkan efek perubahan kesadaran, dapat menghilangkan rasa, dapat 

mengurangi/menghilangkan rasa nyeri, dan jika dikonsumsi secara rutin dapat menyebabkan 

ketergantungan, Narkoba dapat dibedakan dan digolongkan ke beberapa jenis sesuai yang 

terlampir pada UU No. 35 Tahun 2009”. 

Fenomena penyebaran narkoba saat ini telah beredar di seluruh pelosok wilayah dan 

menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat status sosial masyarakat, seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa narkoba telah mampu menjangkau berbagai kalangan, jika 

waktu atau dekade sebelumnya penyalahgunaan narkoba banyak didominasi dari kalangan 

tertentu seperti selebriti dan musisi atau kalangan dengan pendapatan tinggi, maka saat ini 

penyalahguna narkoba sudah berasal dari berbagai kalangan mulai dari yang tidak 

berpendidikan hingga kalangan yang berpendidikan dan juga kalangan pejabat. Kondisi ini 

terjadi karena pada saat ini narkoba telah memiliki banyak jenis dan varian, mulai dari narkoba 

dengan harga yang mahal dan yang hanya dapat dibeli oleh kalangan elite tertentu atau 

kalangan selebritis, hingga narkoba yang paling murah yang dapat dibeli oleh kelompok 

masyarakat ekonomi berpenghasilan rendah (Priambada, 2014), (Lukman, 2022) 

Melihat fenomena penyalahguna maupun korban penyalahguna narkotika yang 

semakin hari semakin berjumlah banyak, sehingga sudah saatnya aparat penegak hukum harus 

mempersamakan persepsi dan pandangan dalam menyikapi fenomena tersebut. Kesamaan 

yang penulis maksudkan disini adalah adanya kesamaan pandang dan persepsi para penegak 

hukum baik dari BNN, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, terhadap penyalahguna 

dan korban penyalahguna narkotika sebagai pihak korban dan bukan pelaku kriminal. Karena 

senyatanya masih banyak aparat penegak hukum kita yang memperlakukan pengguna maupun 

penyalahguna narkotika sebagai kriminal dan bukan sebagai korban. Sehingga, untuk 

mempersamakan persepsi tersebut dibuatlah kesepakatan bersama yang dituangkan dalam 

Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri 

Sosial republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara 
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Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor 

01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, 

Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 dan Perber 01/III/2014/BNN tentang 

Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga 

Rehabilitasi, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2014, dan dimuat dalam berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465. Dimana inti dari peraturan bersama 

tersebut adalah pecandu narkotika, penyalahguna narkotika dan korban penyalahguna 

narkotika haruslah diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabiltasi 

medis atau lembaga rehabilitasi sosial dengan cara terlebih dahulu dilakukan proses assesmen 

oleh tim assesmen yang terdiri dari tim dokter yang meliputi dokter dan psikologi dan tim 

hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham. (Al-Anshori, 2022) 

B. Proses Hukum Penyalahgunaan Narkoba 

1. Mengumpulkan Informasi  

Awal Melakukan wawancara langsung dengan klien (terdakwa) memiliki tingkat 

penting yang sangat tinggi. Dalam wawancara tersebut, Penasehat Hukum akan mendapat 

informasi yang sebenar benarnya serta jelas mengenai kronologi yang diduga merupakan 

tindak pidana. Penting bagi kita untuk menyaring peristiwa-peristiwa yang disampaikan, 

seperti upaya klien dalam melepaskan diri dari penyalahgunaan narkotika yang mengakibatkan 

kecanduan/ketergantungan pada  obat  obat  terlaarang,  proses  penangkapan,  proses hukum 

yang terjadi, serta kronologi/peristiwa pidana yang terjadi. Dalam proses ini, kita perlu 

menggali informasi secara mendalam dan mencatat setiap peristiwa dengan rinci, sehingga  

setidaknya  pendamping  dapat  memahami  kejadian  apa  yang  terjadi,  waktu dan tempat 

kejadian, bagaimana kejadiannya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut 

2. Mempelajari Aturan Hukum Yang Berlaku 

Penasehat Hukum memiliki kewajiban untuk memahami dan mengakses literatur 

hukum yang relevan yang berlaku dalam setiap tahapan penanganan perkara, terutama dalam 

konteks penanganan perkara narkotika.  

Proses persidangan kasus narkoba di Pengadilan Negeri Medan dapat mengikuti 

tahapan umum persidangan di pengadilan negeri, namun dengan fokus pada kasus narkoba. 

Berikut adalah tahapan proses persidangan kasus narkoba di Pengadilan Negeri Medan 

berdasarkan putusan PN Medan : Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali 

perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum). (Susanto, 2016) 

Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara (terdakwa, penggugat, tergugat, jaksa 

penuntut umum, dan penasihat hukum) memasuki ruang sidang. 



1. Hakim ketua sidang meminta pada terdakwa untuk mendengarkan dengan seksama 

pembacaan surat dakwaan.Terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan eksepsi 

(nota keberatan) jika ada. 

2. Jaksa penuntut umum memberikan tanggapan atas eksepsi jika ada. 

3. Hakim ketua sidang memberikan putusan sela jika ada eksepsi. 

4. Dilakukan pembuktian dengan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti. 

5. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa. 

6. Terdakwa atau penasihat hukumnya memberikan pledoi (nota pembelaan). 

7. Jaksa penuntut umum memberikan replik (jawaban atas pledoi). 

8. Terdakwa atau penasihat hukumnya memberikan duplik (tanggapan atas replik). 

9. Hakim memberikan putusan. 

Selain tahapan umum persidangan, dalam kasus narkoba, terdapat beberapa hal yang 

perlu diperhatikan, seperti: 

1. Pemeriksaan alat bukti dan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba harus dilakukan 

secara cermat dan teliti. 

2. Penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan harus didasarkan pada minimal dua 

alat bukti. 

3. Terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan eksepsi jika ada ketidaksesuaian 

penerapan diversi pada kasus peradilan pidana anak dan hakim dalam persidangan dalam 

memutus. 

3. Proses pengumpulan alat bukti Pendukung  

Proses pengumpulan alat bukti oleh penasehat hukum bertujuan untuk menvari 

benang merah atau titik terang suatu peristiwa dengan merujuk pada alat bukti antara lain 

:Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan serta, Keterangan Terdakwa.Hasil 

pengumpulan informasi dan peraturan perundang-undangan terkait perkara yang sedang  

dihadapi  Terdakwa  serta  keinginan  terdakwa  agar  dapat  dijatuhi  Putusan Rehabilitasi. 

Salah satu ciri dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika ialah dengan adanya kesempatan 

bagi hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi. Pada pasal 103 Undang-Undang  tentang  

Narkotika  menegaskan   bahwa  "Hakim   yang  memeriksa perkara   penyalahguna   narkotika   

dapat   memutuskan   untuk   memerintahkan   yang bersangkutan  menjalani  pengobatan  

dan/atau  perawatan  melalui  rehabilitasi  apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

narkotika." (Saputra, 2018) 

Ketentuan ini terkait dengan Pasal 127, 55, dan pasal 54 Undang-Undang Narkotika. 

Dalam pelaksanaan pendampingan hukum diketahui bahwa terdakwa didakwa sebagai 
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pengedar narkotika. Sebagian besar kasus yang terjadi seorang pemakai/penyalahguna 

narkotika  sering  dijerat  berdasarkan  Pasal  111  dan    112  Undang-Undang  Narkotika. Pasal 

ini memiliki ancaman hukuman pidana yang tinggi, yaitu penjara minimal 4 tahun penjara  dan  

maksimal  pidana  penjara  12  tahun  serta  denda  minimal  sebesar  Rp. 800.000.000 (delapan 

ratus juta rupiah) hingga maksimal Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah). Pasal-pasal 

terebut sering digunakan dalam kasus penggunaan narkotika jika  disinyalir  barang  bukti  

dengan  jumlah  besar  atau  pun  diketahui  tidak  digunakan seorang  diri. (AMANDA, 2017). 

Sebagai  Penasehat  hukum  untuk  memenuhi  hak  terdakwa  sebagai pengguna  maka  

penasehat  hukum  dapat  menyerahkan  bukti  yang  menghubungkan barang bukti narkotika 

yang ditemukan pada saat penangkapan atau penyidikan dengan terdakwa, sehingga bukti 

tersebut digunakan untuk pembelaan dalam persidangan.(Aulia, 2022) 

Berikut adalah beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri 

Medan dalam persidangan kasus narkoba: 

1. Melakukan pembuktian dengan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti yang berkaitan 

dengan narkoba secara cermat dan teliti. 

2. Menetapkan tersangka, penangkapan, dan penahanan berdasarkan minimal dua alat bukti. 

3. Memberikan sanksi pidana atau sanksi tindakan kepada terdakwa yang terbukti melakukan 

penyalahgunaan narkoba 

4. Menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. 

5. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. 

Berikut adalah cara menyajikan bukti dalam persidangan kasus narkoba di Pengadilan 

Negeri Medan: 

1. Pemeriksaan alat bukti dan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba harus dilakukan 

secara cermat dan teliti. 

2. Penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan harus didasarkan pada minimal dua 

alat bukti. 

3. Laporan asesmen dari Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional dapat diajukan 

sebagai bukti oleh penuntut umum dalam persidangan untuk membuktikan terdakwa 

adalah benar penyalahguna narkotika. 

4. Bukti-bukti lain yang berkaitan dengan kasus narkoba, seperti hasil tes urine, dapat 

diajukan sebagai bukti dalam persidangan. 

5. Dalam menyajikan bukti, pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan harus mematuhi 

tata tertib persidangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Medan. 



Berikut adalah beberapa jenis bukti yang dapat digunakan dalam persidangan kasus 

narkoba di Pengadilan Negeri Medan: 

1. Alat bukti dan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, seperti sabu-sabu, ganja, atau 

pil ekstasi. 

2. Laporan asesmen dari Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional. 

3. Hasil tes urine. 

4. Keterangan saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri terkait dengan kasus 

narkoba. 

4. Pendampingan Persidangan Perkara Narkotika di Pengadilan Negeri 

Dalam proses peradilan pidana tahap Pemeriksaan di tingkat persidangan memiliki peranan 

yang sangat penting. Pada tahap pemeriksaan, semua alat bukti yang ada akan dilakukan 

pemeriksaan secara  terbuka  untuk  umum. Pelaku tindak  pidana/Terdakwa secara  langsung  

akan  berhadapan  dengan    jaksa  penuntut  umum  yang  secara  undang-undang  ditunjuk  

untuk  mewakili  negara.  Dalam  rangka  menjaga  keseimbangan  dalam perkara  pidana,  

hakim  akan  memberikan  hak  terdakwa  yang  kurang  mampuuntuk mendapatkan bantuan 

hukum sebagai upaya pemenuhan hak bagi terdakwa dari seorang pengacara. (Hasibuan, 2017)  

a. Sidang 1 : Tahap Pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sidang pertama yang 

dilakukan dalam persidangan pidana pada pengabdian masyarakat ini  adalah  pemeriksaan  

identitas  terdakwa  dan  pembacaan  surat  dakwaan  oleh  Jaksa Penuntut  Umum.  Pada 

pemeriksaan  identitas,  Hakim  memastikan  bahwa  Terdakwa adalah  benar-benar  orang  

yang  didakwa  serta  memastikan  kondisi  terdakwa  dalam kondisi sehat. Jika Terdakwa 

telah menyatakan bahwa dirinya sehat maka persidangan dilanjutkan dengan agenda 

pembacaan dakwaan.Dakwaan    yang  dibacakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  di  

Persidangan  Pengadilan Negeri bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara 

Subsidair, Primair perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal  114  

(1) Jo  pasal  132  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  35.  Tahun  2009  tentang Narkotika, 

Subsidair pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35. Tahun 2009 

tentang Narkotika.Atas  dakwaan  tersebut  Hakim  memberikan  penawaran  kepada  

terdakwa  apakah terdakwa mau menanggapi dari surat dakwaan yang didakwakan jaksa 

penutut umum. Apabila  Terdakwa  ingin    menanggapi  dakwaan  jaksa  penuntut  umum  

secara  tertulis maka  tanggapan  dakwaan  atau  eksepsi  dapat  dibuat  oleh  terdakwa  

sendiri  atau diwakilkan  pada  Penasehat  Hukum  terdakwa,  maka  Penasehat  Hukum  

diberi  jangka waktu  7  hari  untuk  membuat  dan  mengajukan  eksepsi  atas  dakwaan  

Jaksa  Penuntut Umum,  dikarenakan  menurut  Penasehat  Hukum  Dakwaan  tersebut  
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cacat  formil  dan materiil. Terhadap  kesempatan  yang  diberikan  oleh  Hakim,  tim  

pengabdian  selaku  penasehat hukum menyatakan akan mengajukan eksepsi sebagai 

bentuk pemenuhan hak terdakwa dalam persidangan dengan memastikan bahwa surat 

dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut  Umum  tidak  mengandung  kecacatan.  Maka  

persidangan  dinyatakan  ditunda selama  7  (tujuh)  hari  oleh  Hakim  untuk  memberikan  

kesempatan  kepada  penasehat hukum menyusun eksepsi.(Bachtiar, 2020) 

b. Sidang tahap 2 : Tanggapan terdakwa dan Penasehat Hukum atas surat dakwaan penuntut 

umum (Eksepsi)Setelah  7  (tujuh)  hari  dari  sejak  siding  I,  dilakukan  persidangan  

lanjutan  dengan  agenda pembacaan eksespsi oleh penasehat hukum. Eksepsi adalah 

tangkisan terhadap dakwaan Jaksa  Penuntut  Umum  yang  digunakan  untuk  menguji  

keabsahan  dari  surat  dakwaan. Eksespsi  dapat  meliputi  terkait  kewenangan  mengadili  

Pengadilan  Negeri   yang dikaitkan dengan jenis perkara serta TKP tindak pidana. Selain 

daripada itu, eksepsi dapat berupa  pengujian  terhadap  kecermatan  Jaksa  Penuntut  

Umum  dan  kejelasan  dalam menyusun  dakwaan. (Djufri, 2022).  Terhadap  dakwaan  

Jaksa  Penuntut  Umum,  tim  pengabdian  selaku penasehat   hukum   mengutarakan   

beberapa   hal   menjadi   alasan   Penasehat   Hukum mengajukan eksepsi, Setelah  

dilakukan  tahap  pembacaan  eksepsi,  maka  sidang  ditunda  untuk  memberikan 

kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuat tanggapan atas eksepsi yang 

diajukan oleh penasehat hukum. Persidangan ditunda dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, 

dan selama penundaan terdakwa tetap ditahan.Tahap persidangan di Pengadilan Negeri 

dilakukan   dengan   baik   dan   memberikan   hak   Terdakwa.   Selama   proses persidangan  

tim  pengabdian  selaku  penasehat  hukum  juga  berkomunikasi  secara  aktif dengan klien 

selaku terdakwa terkait langkah yang akan ditempuh dan dokumen-dokumen persidangan.  

Dampak  dari  pendampingan  hukum  ini  adalah  Terdakwa  mendapatkan haknya untuk 

didampingi oleh penasehat hukum dan terdakwa merasa lebih tenang dalam menghadapi 

masalah yang dialaminya.(Wijanarko, 2019) 

5. Pembacaan Putusan 

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan berdasarkan atas surat dan 

dakwah, segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan, tuntutan pidana pembelaan serta 

tanggapan-tanggapan. apabila perkara ditangani oleh majelis hakim maka dasar-dasar 

pertimbangan tersebut harus dimusyawarahkan oleh majelis hakim dan setelah naskah putusan 

siap dibacakan oleh hakim maka hakim ketua akan menanyakan hak-hak para pihak terhadap 

putusan tersebut yang di mana hakim ketua menawarkan kepada terdakwa untuk menentukan 

sikapnya, apakah akan menyatakan menerima putusan tersebut menyatakan menerima dan 



mengajukan grasi, menyatakan naik banding atau menyatakan pikir-pikir dalam hal ini 

terdakwa dapat diberi waktu sejenak untuk berkonsultasi dengan penasehat umumnya atau 

terdakwa mempercayakan haknya kepada penasehat hukumnya, Apabila hal yang sama juga 

ditawarkan kepada penuntut umum jika terdakwa penasehat hukum menyatakan sikap 

menerima, maka hakim ketua meminta terdakwa agar segera menandatangani berita acara 

pernyataan menerima putusan yang telah disiapkan oleh panitera pengganti. Jika terdakwa 

menyatakan banding maka terdakwah segera diminta untuk menandatangani akta permohonan 

banding, jika terdakwa penasehat hukum pikir-pikir dulu maka hakim ketua menjelaskan bawa 

masa pikir-pikir diberikan selama 7 hari titik apabila setelah 7 hari terdakwah tidak menyatakan 

sikap maka terdakwah dianggap menerima putusan tersebut.(Hastiana, 2020) 

 

KESIMPULAN 

      Narkotika adalah obat terlarang sehingga siapapun yang mengkonsumsi atau 

menjualnya akan dikenakan sanksi yang terdapat pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. Dilarang keras untuk mengkonsumsi dan menjualnya. Selain itu di dalam UU No. 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan dan ilmu pengetahuan.Penyalagunaan narkotika. Faktor pendorong menggunakan 

narkoba terbagi menjadi dua pertama, faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri 

seseorang untuk melakukan penyalahgunaan. Faktor internal tebagi menjadi beberapa yaitu 

faktor individu, seseorang indvidu labil, kurang baik, dan mudah dipengaruhi orang lain maka 

lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.  

Penyebab dari diri sendiri yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan 

lingkungan kepribadian yang lemah kurangnya percaya diri tidak mampu mengendalikan diri 

dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru dorongan ingin berpetualang mengalami 

tekanan jiwa tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari ketidaktahuan akan bahaya narkoba 

selanjutnya faktor keluarga adalah tempat pertama kali anak mengenai lingkungan. Seorang 

anak beradaptasi setiap hari bersama keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat anak 

mengembangkan diri dan berinteraksi dengan anggota lainnya. Baik buruknya anak 

dipengaruhi oleh lingkungan. Kedua, faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri 

seseorang untuk menggunakan narkoba terbagi menjadi tiga yaitu: Faktor lingkungan teman 

sebaya Adalah lingkungan mempunyai pengaruh cukup kuat terjadinya penyalahgunaan 

narkoba, biasanya berawal dari ikut-ikutan teman. Terlebih bagi seseorang yang memiliki 

mental dan keperibadian cukup lemah, akan mudah terjerumus.  
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Faktor Lingkungan Masyarakat/Sosial Adalah faktor Lingkungan masyarakat yang 

baik terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan 

narkoba, begitu sebaliknya apabila lingkungan sosial yang cenderung apatis dan tidak 

mempedulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan 

narkoba di kalangan remaja. Faktor Ekonomi Adalah kesulitan mencari pekerjaan 

menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seseorang yang ekonomi 

cukup mampu, tetapi kurang perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan 

yang salah lebih mudah terjerumus jadi pengguna narkoba. Krisis di bidang ekonomi dapat 

membawa anak menjadi pengangguran, geladangan dan penyakit bagi masyarakat lainnya. 
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